FORUM KONSULTASI PUBLIK
Gerakan Excellent Service menuju Zona Hijau pada Pelayanan Publik 

Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen

1. DASAR HUKUM

A. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan  Publik Pasal 7 ayat (3) huruf c yang  mengamanatkan  Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi  kinerja  penyelenggaraan pelayanan publik 
B. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik 
C. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
2. LATAR BELAKANG

A. Grand Design RB pada Area Perubahan Pelayanan Publik  (Perpres Nomor 81 Tahun 2010) 
B. Penilaian kinerja atas kepatuhan terhadap standar pelayanan publik rutin setiap tahun oleh   Ombusman RI 
C. Tujuan dari Misi ke 6 (enam) RPJMD Kabupaten Kebumen 2016-2021 : meningkatnya kualitas pelayanan publik
3. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Menilai kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
B. Memberi masukan kepada Penyelenggara Pelayanan Publik guna memperbaiki, dan menyempurnakan layanan yang sesuai dengan aspek-aspek penyelenggaraan pelayanan 
C. Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rangka memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat 
4. Kewajiban Penyelenggara Pelayanan Publik adalah :

a. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
b. Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan; 
c. Menempatkan pelaksana yang kompeten;
d. Menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan    publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
e. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
f. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
g. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
5. Pengertian  Penilaian Kinerja Pelayanan Publik :
Penilaian kinerja adalah suatu proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam satu organisasi sesuai dengan instrumen yang ditetapkan.
Dengan indikator evaluasi :

a. Kebijakan Pelayanan
b. Profesional Sumber Daya Manusia
c. Sarana dan prasanana pelayanan publik
d. Sistem Informasi Pelayanan Publik
e. Konsultasi dan pengaduan
f. Inovasi Pelayanan Publik
Pada tahun 2015 telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi bagi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di 19 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen

Dengan hasil evaluasi rata – rata 27,28

Pada tahun 2016 telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi bagi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di 13 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen

Dengan hasil evaluasi rata – rata 44,78

Pada tahun 2017 telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi bagi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di 6 Organisasi Perangkat Daerah, 12 Kecamatan dan 12 Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen

Dengan hasil evaluasi rata – rata 56.29

Pada tahun 2018 telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi bagi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di 14 Kecamatan dan 11 Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen

Dengan hasil evaluasi rata – rata 64.11

Atas indikator tersebut maka disarankan untuk Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten kebumen untuk tahun 2018 adalah :

· Dokumen kebijakan pelayanan (Visi, misi, motto, Standar Pelayanan, SOP dan maklumat pelayanan dan survei kepuasan masyarakat untuk segera dibuat dan ditetapkan dengan SK Pimpinan Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai ketentuan dan dipublikasikan menggunakan banner/papan informasi; 
· Peningkatan kapasitas SDM Aparatur melalui sosialisasi/bimbingan teknis/diklat;
· Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik yang nyaman bagi pelayanan umum dan disabilitas 
· Pengelolaan Pengaduan senantiasa didokumentasikan,  dijadikan sebagai masukan menuju arah perbaikan  dan kepuasan pelayanan masyarakat 
· Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) senantiasa untuk  selalu up date terkait informasi/pemberitahuan pelayanan 
· Inovasi pelayanan publik sebagai terobosan dalam percepatan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat 
